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Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kota Bandar
Hasil Pengendalian dan Evaluasi

KESESUAIAN

ADA TIDAK
Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut
Penyempurnaal

Apabila Tidak
No Jenis Kegiatan

l5ì l6ìt3ì @lflt QI
,l1 Pembentukan tim pen¡rusun Renstra

Perangkat Daerah dan Penyusun Agenda
Kerja

V2 Penyiapan data dan informasi

,l3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat
Daerah kabupaten/kota

V4 Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat
Daerah Provinsi

V5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
kabupaten/kota

tl6. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kqjian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuar
dengan pelayanan Perangkat Daerah
kabupaten/kota

V7 Perumusan isu-isu strategis

Di tingkat OPD tidak
merumuskan Visi
dan Misi tetapi
Tujuan dan Sasaran
Pèranekat Daerah

8 Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah
kabupaten/kota

Di tingkat OPD tidak
meruJnuskan Visi
dan Misi tetapi
Tujuan dan Sasaran
Peranskat Daerah

I Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah
kabupaten/kota berpedoman pada visi dan
misi pembangunan jangka menengah daerah

V10. Perumusan tujuan pelayanan jangka
menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota

^l
11 Perumusan sasaran pelayanan jangka

menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota

^l
t2 Mempelajari Surat Eda¡an Bupati/Wali kota

perihal Pen¡rusunan Rancangan Renstra-
Perangkat Daerah kabupaten / kota
beserta lampirannya yaitu rancangan awal
RPJMD kabupateb/kota yang memuat
indikator keluaran program dan pagu per-
Peranshat Daerah

^l
13 Perumusan strategi dan kebijakan jangka

menengah gun mencapai target kinerja
progra¡n prioritas RPJMD kabupaten/kota
yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat
Daerah kabupaten/kota

^l
t4. Perumusan rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun,
termasuk lokasi kegiatan

V15. Perumusan indikator kinerj a Perangkat
Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota



No Jenis Kegiatan

Hasil Pensendalian dan Evaluasi
KESESUAIAN

Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut
Penyempurnaan
Apabila TidakADA TIDAK

16 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
kabupaten/kota

I

t7 kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat
Daerah kabupaten/kota berpedoman pada
indikasi rencana progran prioritas dan
kebutuhan pendanaan pembangunan jangka
menengah

,l

18 Perumusan rãtcângan akhir Renstra
Perangkat Daerah kabupaten/ kota

V

19 Pentahapan pelaksanaan program Perangkat
Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
pentahapan pelaksanaan pro gram
pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota

Belum sampai pada
tahapan tersebut

20, Dokumen Renstra Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang telah disahkan

Belum sampai pada
tahapan tersebut

Pl
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Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung, September 2025
Plt. Kepala

Kota Lam

DINI , s.8., M.Si
Pembina r (rvib)
NrP 197002L8 L99303 2 002

No Aspek Penjelasan Hasil Pengendalian dan
Evaluasi

1 Perumusan visi dan misi Perangkat Daeratr
kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi
pembangunan jangka menengah daerah

Perumusan tu-juan sasaran

perangkat daerah sudah sesuai

dan mengarah pada pencapaian

visi dan misi pembangunan jangka

menengah daerah

2. Perumusan startegi dan kebijakan Perangkat Daerah
kabupaten/kota berpedoman pada startegi dan arah
kebijjakan pembangunan jangka menengah daerah

Sudah sesuai dengan RPJMD

3. Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat
Daerah kabupaten/ kota berpedoman pada kebijakan
umum dan program pembangunan jangka menengah
daerah

Sudah sesuai dengan RPJMD

4 Perrrmusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif Perangkat Daerah
kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rericana
program prioritas dan kebutuhan pendanaan
þembansunan iansLa menengah daerah

Sudah sesuai dengan RPJMD

5 Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan
sasaran pembangunan jangka menengah daerah

Sudah sesuai dengan RPJMD

6 Pentahapan pelaksaan program Perangkat Daerah
kabupaten/ kota sesuai dengan pentahapan
pelaksanaan program pembangunan jangþa
menenqah daerah kabupaten /kota

Sudah sesuai dengan RPJMD

Dlvorlfll¡a¡l oleh : 2025 Tanda
Taar¡¡
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Kabid Pemeríntahan Dan
PemLrangunan Manusia
Bappperida Kota Baridar
Lamþuns
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I(ATA PENGA¡TTAR

Puji dan Syukur kita haturkan kehadirat Allah SÌWT yang telah melimpahkan

rahmat dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan

pen¡rusunan Renstra tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Pend.uduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

Pen¡rusunan Renstra adalah suatu keharusan bagi setiap PERANGKAT

DAERAH dalam rangka menindaklanjuti Perda Kota Bandar Lampung no.L2

th 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-

2029 yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang

akan dilakukan oleh PERANGKAT DAERAH pada lima tahun kedepan.

Dalam penyelesaian Renstra ini telah disesuaikan dengan alur dan

mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah

disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar

Lampung sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Band.ar

Lampung.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi

pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Lampung, September 2O25
Pengendalian

Keluarga Berencan

2001 12 2002
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PDRATT'RAN NTALIKOTA
BAIYDAR LITMPTING
NOMOR:31 tahun 2o¡26
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PERANGKAT

BAB T

PENDAHULUAT{

l.llatar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk

me'rrmjudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunar¡ Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah

berkewajiban men¡rusun perencanaan pcmbangunan daerah

secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap

terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaarl

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah

tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu

daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota

Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan

Jangka Paqjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun

2025-2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar

Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 I-1



2A25-2045 yang terluang dalam Peraturan Daerah Kote- Bandar

Lampung Nomor 12 Tahun 2024 .RPJPD Kota Bandar Lampung

2A25-2045 tersebut selanjutnya diiabarkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar

Lampung untuk kurun walctu 5 (lima) tahun sesuai periodesasi

Kepala Daerah Kota Bandar l,ampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 merrrpakan tahapan

ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2OO5-2A29 atau

tahapan RPJMD teraktrir periode jangka paqiang dari tiga periode

RPJMD sebelumnya (2OLL-2O15,2O16-2O2I, dan 2O2L-2O251.

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 640 / 16/S.J Tentang Pen5rusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2A24, maka untuk period.esasi RPJMD

Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2025-2029.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung

Tahun 2025-2029 yang merupakan komitmen politik kepala

daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan" teknis

yaitu penJrusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

yang memuat tujuan, sasaralt, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat

daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2OL7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagan Keenam, Tata Cara

Pen5rusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan

Pen5rusunan Renstra, (2) Penyusutt€ul Rancangan Awal Renstra,

(3) Pen5rusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4)

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangþat Daerah,
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(5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan

(6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerahmemiliki keterkaitan dengan

dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun

Kabupaten /Kota. Keterkaítan Renstra dengan RPJMD, Renstra

K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja

yang dapat diuraikan bahwa penJrusunan Renstra Perangkat

Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi

perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang

Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota

tentang T\rgas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan

memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra

Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan

perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi

strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung diperlukan suatu dokumen rencanas trategis yang

memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima

tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung tersebut harus terintegrasi dengan

dokumen RPJMD Kota Band.ar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai

tolak ukur dan alat bantu bagl perumusan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan
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perencanaan pembarrgunan Kota Bandar Lampung serta

sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan

meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok

dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dengan mempertimbangkan kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan anc€rman yang

dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota

Bandar Lampung, yaitu "Bøndqr Løtnputtg S,eh,a,t, Cerda's,

Berlmøn, Berbudøgøo Ngømøn, Unggul, Berdøgø Sølng

Berbq.sls Ekonoml [Intak Kemø.kmttran Kerq.kgøtnt .

t.2 Landssan llukum

Rencana strategis (Renstra)

Keluarga Berencana Kota

berdasarkan

Pengendalian Penduduk dan

Bandar Lampung disusun

1. Undang-Undang Nomor 2a Ta?run 1959, tentang

Penetapan Undang- Undang Dan¡rat Nomor 4 Tahun

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 55), Undang-Undang Danrrat Nomor 5

Tahun 1956 (Lembara"n Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tatrun 1956 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 571, tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaprqia

Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera

Sela"tan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tarnbatran Lembaran Negara Negara Republik

Indonesia Nomor l82tl;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
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(Lembaran Negara Reptrblik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44211;

3. Undang-Undang Nomor 26 Takrun 2OO7 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOT Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara.

Republik Indonesia Nomor 47251 sebagairnana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6
Takrun 2C23 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr¡n

2C23 Nomor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tamba-han

Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2C23 Nomor 4L, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5O8O);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
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Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL6 Nomor 228, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 594L1;

7. Peratr¡ran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ot7

tentang Tata Cara Perencat:.aatt' Pengendalia"n dan

Evaluasi Pembangunan Daeratr, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencarì-a

Pembangr.rnala Jangka Menengakr Daerah serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangurran Jangka

Panjang Daerakr, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daeral¡ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7

Nomor 1-31-2l;

B. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tal..un

2}1.a Tentang Pembrratan dan Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pen5rusuna:e

Rencana PembangL¡"nan Jangka Menengah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI8 Nomor

asel;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2OI9

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor lll4l;
1O. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun

201-9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

Laa7l;

11. Peratu.r€ur Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2o24

tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan
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L2.

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Tahun 2025- 2029;

Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 9OO.l--285O

Tahun 2C25 tentang Perubahan Ketiga Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889

Tahun 2O2L tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalarn Negeri Nomor 2 Tahun 2025

tentang Pedoman Pen¡rusunaÍì, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerakr Tahun 2025-

2029;
Peraturan Daerah Nomor L4 Tahun 2o-23 tentang

Rencana Tata Rrrang Wilayah Provinsi Larnpung

Tahun 2C23-2C,43 (Lembaran Daerah Provinsi

Lampung Tatmn 2C23 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Daeratr Provinsi Lampung Nomor 5a2l;

Peraturan Daeratr Provinsi Lampung Nomor 17

Tahr-rn 2C24 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tal..un

2025-2045;
Peratr¡ran Daerah Provinsi Lampr"lng Nomor Tahun

2C25 tentang Rencana Pembangurra¡. Jangka
Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-

2C29 (Lembaran Daeratr Provinsi Lampung Tahun

2025 Nomor );

Peratr¡ran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Srrsrrnan

Perangkat Daerah Kota Bandar Lamprrng (Lembara"n

Daeral. Kota Bandar Lampung Tahun 2OL6 Nomor

13.

14.

15.

L6.

L7.
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Nomor L7 Tahun 2C23 tentang Perubatran Kedua Atas

Peratu"ran Daerah Nomor 07 Tatrun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunarr Perangkat Daeratr Kota

Bandar Lampung (Lembaran Daeratr Kota Bandar

Lampung Tahun 2o23 Nomor 1"7);

18. Peratr,¡.ran Daerah. Kota Bandar Lampung Nomor 4

Tal.trn 2O2L tentang Rencana Tata Ruang \Milayalt

Tahun 2O2l-2O41 (Lembaran Daerah Kota Bandar

Lampung Tahun 2O2l Nomor 4);

19. Peratr¡ran Daerah Kota Bandar Lampung N<¡mor L2

Tahun 2C24 tenta"ng Rencana Pembangurran Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Band.ar Lampung

Tahrrn 2C25-2C,45 (Lembaran Daerah Kota Bandar

Lampung Tahun 2o24 Nomor 12);

2O. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahrrn 202.5-2029 (Lembaran

Daerah Kota Bandar Lamprrng Tatmn 2025 Nomor

);

2L. Peratrrran Gr,rbernr-rr Provinsi Lampung Nomor

Tahun 2C21o tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025- 2029 (Berita

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor );

22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun

2O2l tentang Sr-rsunam Organisasi, T\rgas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Pendudr¡k dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung (Berita

Daerah Kota Bandar Larnpung Tahun 2024 Nomor

471.

23. Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 31 tahun 2025

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra ).

Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Banda¡ Lampung Tahun 2O25-2O29 I-8



1.3 Maksud dan Tujuar Pen¡rr¡sunan Renst¡a

Maksud penJrusun€Irl Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan

Program Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 merupakan

dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusun€m. Rencana Kerja

ßenja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan

tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga

Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana

kleususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada

RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk dan Program Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

adalah untuk :

L. Sebagai acuall resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota

Bandar Lampung dalam menentukan prioritas program dan

kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Bandar

Lampung dan sumber pembiayaan APBN.

2. Sebagai tolak ukur untuk melakukan evalusi kínerja tahunan

satuan keda perangkat daerah dalam hal ini Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung

3. Memberi gambaran tentang kondisi umum pelaksanaan

program Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga

Berencana di Kota Bandar Lampung saat dalam pembangunan

provinsi dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan

yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi

program untuk menunjang sebagai perwuju dan visi dan misi

daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung
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4. Sebagai panduan penyusunan program dan kegiatan yang

terpadu, terarah dan terukur bagi jajaran Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah dan

DPRD Kota Bandar Lampung.

5. Sebagai arahan dalam memahami dan menilai arah dan

kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan

program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dalam rentang waktu lima tahunan.

L.4 SlstimatíkaPenulisan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan

KeluargaElerencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDATIULUAIIT

Bab ini berisi tentang latar belakang penJnrsunan Renstra

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bandar Lampung Tahun 2025-2029, landasan hukum,

maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAI{ PELAYANAN,PTRMASALATTAN DAI{ ISU

STRATÞGIS PERANGKAT DAERATI

Bab ini memuat informasi tentang peran tugas, fungsi, dan

struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, sumber daya

yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun

sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembang€ul

pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bandar Lampung. Adapun tabel yang perlu

disajikan adalah hasil pengisian Formulir E.80., Tabel T-

C.23, dan Tabel T-C.24
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BAB III TUJUAN ,SASARAN,STRATEGI, DAN ARAHAN

KEBIJAKAIT

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tÛuan

dan sasaran jangka menengah. rumusan pernyataan

strategi dan arah kebijakan permasalahan-permasalahan

pelayanan Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung; telaahan visi,

misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih;

telaahan Renstra Kementrian Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, telaahan rencarla tata ruang

wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta

penentuan isu-isu strategis.

BAB TV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN

KINTR"'A PEITYELENGGARAAN BIDANG URUSAIìI

DAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasara:r, dan

pendanaan indikatif. Pada Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

dalam jangka menengah mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasararl.

RPJMD.

BAB V PENUTUP
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BAB II

2,I GA!ilBARATiT PETIIYAI{AIÍ PERAI{GKAT DATRAH

A. Tugar, Fungri, dån Stñ¡ktur Organlrael

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Bandar Lampung merupakan instansi Perangkat Daerah

Kota Bandar Lampung yang dibenluk berdasarkan Peraturan

Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 2OL6. Berdasarkan

Peraturan lValikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 2OL6

tentang Ttrgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung,

tugaspokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bandar Larnpung adalahmerupakanunsur

pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan

pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lValikota

melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

menyelenggarakan fungsi:

1)Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan língkup

tugasnya.

4) Pelaksanaan nlgas lain yang díberikan rvValikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kota Bandar Lampung terdiri dari :

a. Kepa1a Dinas;

b. Sekretariat;

l. Jabatan Fungsional Perencanaan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Pen5ruluhan dan Penggerakan;

Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda

d. Bidang Keluarga Berencana;

Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluatga;

Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda

f, Bidang Pengendalian Penduduk;

Fungsional penata kependrrd.ukan dan KB Ahli rnuda
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B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas

pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bandar Lampung dilengkapi dengan sarana

dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris,

kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

Tabel 1.1 Inventaris Nilai Barang Di Dinas Pengendalian

penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

No. Kelompok Barang Nilai
lRp.ì

1 Tanah 417.000.000
2 Alat-alat anskutan 3.442.495.000
3 Alat pertanian dan peternakan 1.980.000
4 Alat alat kantor dan rumah

tanqga
!.I85,83t.70û

5 ,{lat ah¡dio dan komu:rilrasi rû1.o1r.000
6 Alat benskel 9.900.000
7 Àlat àlâf kedot<tera¡r dan

kesehatan
2.2ffi.3rO.1ûO

I tedturn dan ba¡rlunan 1.396.567.000
I Barang bereorak kesenian dan

kebtrdavaan
14.500.000

r.0 E:rtrâ Countable 3.000.000
&$nteh 8.855,594.80CI

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai

berilmt:
a) Tanah

Tanah y^rLg dimitiki seluas 1.470 M2yang terdiri dari

tanah sebagai berikut:

- Tanah Kosong : 37OM2

- Tanah Bangunan Kantor : 1100M2

b) Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari 3 lantai seluas 11OO

M2 yang terletak diatas tanah seluas L.47O M2 di Jalan

Bung Tomo No. 12. Gedong air Kecamatan Tanjung

Karang Barat.

c) Inventaris/ Peralatan Kantor
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Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari

meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor

Iainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan

ânggaran pembangunan.

d) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per Desember 2024

sebanyak 6 (Lima ) unit Kendaraan Roda empat

{Mobil Unit Pelayanan, Mobil Akseptor, Mupen, Alkon dan

Kendaraan Ðinas jabatan ada 2 unit ) dan I22 unit
Kendaraan Roda 2.

e) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung berjumlah 113

orang yang dapat diríncikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Di Dinas Pengendalian

penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

No.
i

Jabatan Jumla
h

I Struktural T4
2 Fungsional Lapangan

(Penyuluh Keluarga
Berencanal

88

3 Tenaqa Teknis Lainnva
+ Arsiparirs
5 Stâf 11

Jumlah r13

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Bandar Lampung memiliki kader Intitusi Masyarakat

Perkotaan. IMP sendiri pada hakekatnya merupakan wadah

pengelolaan dan pelaksanaan Program KB Nasional mulai
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dari tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW hingga tingkat

RT. Ditingkat Desa/Kelurahan disebut Koordinator

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Koord.

PPKBD), di tingkat Dusun dinamakan Pembantu Pembina

Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan ditingkat RT

dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD).

Selain Koord. PPKBD, PPKBD dan Sub PPKBD, ada lagi

kader IMP yang juga berperan aktif mensukseskan program

KB di tingkat lini lapangan yaitu Kelompok KB KS.

Kelompok KB-KS ini merupakan kelompok peserta KB/KS

dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan

aktifmelaksanakan lmengeLota progrâm KB dítingkat RT

yang melakukan kegiatan di bidang KB seperti Posyandu,

UPPKS, kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yäng

terdiri dari kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan

sebagainya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Bandar Lampung juga memilikit unit pelayanan dan

konseling yang diberi nama hrsat Pelayanan Keluarga

Sejahtera (PPKS) Ragom Kencana. Keberadaan PPKS

dfüarapkan menjadi solusi atas berbagai persoalanyang

dihadapi keluarga-keluarga kita sekaligus

mengantisipasinya supaya tídak terjadi lagí dí kemudian

har,l'. Melalui PPKSkeluarga dapat bangkit dâri

keterpurukan dan ketidakberdayaan yang selama ini

menyebabkan kehidupannya tidak sejahtera. Oleh karena

itu bentuk pelayanan dalam PPKS telah distandarkan
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secara nasional yang setidaknya mencakup delapan hal,
yaitu:

1) Pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan
dan keluarga berencanâ.. Melalui layanan ini keluarga
akan memperoleh data dan informasi pengelolaan
program kependudukan dan KB melalui Sistem Informasi
Manajemen {SIM) yang berbasis teknologi Inforrnasi.
Dengan demikian, keluarga akan mendapatkan informasi
akurat yang dibutuhkan dalam rangka memperluas

wawasannya tentang kebijakan pemeríntah dalam
pembangunan keluarga sejahtera maupun pengendalian

penduduk.

2) Konseling keluarga balita dan anak, Melalui layanan ini
keluarga akan nremperoleh akses untuk berkonsurtasi
tentang bagaimana merawat dan mengasuh balita agar
dapat tumbuh dan berkembang secara ideal, bagaimana

membentuk karakter anak seJak dini dan bagaímana

seharusnya melakukan pengasuhan anak di era
globalisasi yang serba digital.

3) Konseling pra nikah. Melalui layanan ini maka para calon
pengantin akan rnemperoleh akses untuk berkonsultasi
tentang konsep pernikahan yang ideal menurut agama,

bagaimana menyiapkan mental sebelum menikah,
membangun komuníkasi dengan pasangân, membangun

l*onutmen suami isteri serta menyiapkan skill yang harus
dimiliki 

^gat 
keluarga yang dibangun dapat memiliki

kemampuan ekonomi yang mendukung terwujudnya
keluarga sejahtera.

4) Konseling keluarga remaja dan remaja. Melalui layanan
ini, keluarga yang memiliki remaja dan remajanya sendiri
akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang
bagarmarta membangun komunikasi efektif antara
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orangtua dengan remaja, bagaimana membangun

kepercayaan dan keterbukaan dengan remaja, bagaimana

cara mengatasi persoalan yang membelit remaja,

bagaimana menghindari persoalan yang berkaitan

dengan seksualitas, rLapza maupun HIV-AIDS, dan

sebagaimnya.

5) Konseling keluarga lansia dan lansia. Melalui layanan ini

keluarga yang memiliki lansia dan para lansianya akan

memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang

bagaimana menjaga kesehatan fisik lansia, menjaga

kesehatan reproduksinya, menyiapkan mental psikologis

dan spiritual, tetap menjaga hubungan sosial

kemasyarakatan dan menyiapkan kegiatan ekonomi

produktif yang rnasih memungkinkan dilakukan oleh

lansia.

6) Konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh akses

untuk berkonsultasi tentang pengguns.ân alatf cara

kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien, bagaimana

menjaga kesehatan reproduki berdasarkan siklus hidup,

mencegah Infeksi Menular Seksual (IMS) dan kanker alat

reproduksi hingga menjaga kelangsungan hidup lbu, bayi

dan anak.

7) Konselíng keluarga (marríed concelíng). Melalui layanan

ini keluarga akan memperoleh akses yang seluas-luasnya

untuk berkonsultasi tentang bagaimana membangun

keluarga harmonis, menjalankan fungsi-ñrngsi keluarga

serta bagaimana melakukan berbagai penyesuaian dalam

kehidupan rumah tangga serta mengatasi berbagai

permasalahan dalam keluarga.

8) Pembinaan usaha ekonomi keluarga. Melalui layanan ini

keluarga al<an mendapatl<an barryak infarmasi tentang
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bagaimana membangun wirausaha, mengelola dan

mengembangkannya serta mendapatkan bantuan teknis

produksi, akses modal, pemasaran dan

sebagainya.Melalui berbagai layanan tersebut, maka

dapat dipastikan keluarga akan dapat lebih

mengoptimalkan pelaksanaan I fungsi keluarga sebagai

modal dasar untuk membangun keluarga kecil bahagia

dan sejahtera.

Kelompok kader lain yang berada di lapangan dan terjun

Iangsung di masyarakat adalah Kader Tribina Keluarga,

yâng terdiri dari:

1) Bina Keluarga Balita

Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus

mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak

melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok

lrmur, yang dílaksanakan oleh sejumlah kader dan

berada ditingkat Rrrlt/. Bina Keluarga Balita (BKB)

adalaJn upayâ peningkatan perrgetahuan, ketrampilan

dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam

membina tumbuh kembang balitanya melalui

rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosialn

emosional serta moral yang berlangsung dalam proses

interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan

anak balita.

2l F',tna Keluarga Remaja

Bina keluarga remaja (BKR) adalah kegiatan yang

dilakukan oleh sekelompok keluarga/orangtua untuk

meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh

kembang remqja secara baik dan terarah dalam

rangka membangun keluarga yang berkualitas.
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3) Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia adalah Kelompok kegiatan yang

dilakukan untuk meningkatkfil pengetahuan dan

keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia

dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan

lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kelompok bina keluarga yarig ada dí Kota Bandar

Lampung Tahun 2CI24 yaitu:

l. Kelompok Bina Keluarga Balita sebanyak 134

kelompok

2. Kelompok Bina keluarga Remaja sebanyak 131

kelompok

3. Kelompok Bina Keluarga Lansia sebarryak 133

kelompok

C. KlnerJa Pelayanan Organisasl Perqngkat Daerah

Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bandar Lampung, meliputi urusan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang terdiri

atas Program Keluarga Berencana, Program Penyuluhan dan

Penggerakan Masyarakat, Program Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga, dan Program Fengendalian Penduduk.

Program kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung

yang memiliki 20 Kecamatan dan 1'26 Kelurahan. Secara

umum ya.ng menjadi target binaan adalah Pasangan Usía

Subur (PUS) serta peserta Keluatga Berencana yârrg ada di

Kota Prartdar Lampung. Data Perkembangan Peserta KB dan

Pasangan Usia Subur dari tahun 2016 sampai dengan 2A2O

disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 3.1 Jumlah Capaian PUS,PA dan PB

Tahun PUS PA PB
, 2û2Û 173.OO4 125.938 r8.6¡0

202r 126.s96 66.323 26.268
2022 r.za.223 65.888 24.296
2023 129,-ee0 81.695 7.727
2O2:4 L28.729 93.330 5.489

Su.rnber : L'APORAN SIGA

Keterangan:

PUS : Pasangan Usia Subur

PA : peserta KB aktif (peserta KB secara terus

menerus tanpa díserta kehamilatr)

PB : peserta KB baru

Grafik 2.1

Perkembangan Peserta KB aktif dan Pasangan Usia Subur di

Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024
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Perkembangan Peserta KB baru dan Pasangan Usia Subur

(PUS) di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel dan

grafik diatas. Semakín meningkatnya jumlah pasangan usia

subur maka jumlah peserta KB aktif juga terlihat semakin

meningkat, Hal ini menunjukan tingkat kesadaran

masyarakat akan pentingnya KB semakin meningkat.

2.1 Tantangan dan Peluang Pengenbangan Pelayanan Dlnas

Pengendallan Pendudut dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan efek

positif yang beralabat pada munculnya potensi-potensi

ekonomi, sosial dan lingkungâri yang baru, tetapi bisa pula

berupa pertnmbuhan negatif yang membawa konsekuensi

bertambahnya tingkat kemiskinan dalam suatu negara. Efek

negative dari pertumbuhan penduduk yang tidak

dimanajemen dengan baik adalah pola urbanisasi yang

tingg serta permasalahan kesehatan, lingkungan, keamanan

dan permasalahan sosial Lainnya yar:lg al<an bertambah saat

jumlah penduduk telah malampaui kapasitas nrang untuk

menampungnya

Hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Bandar

Lampung, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandar

Lampung pada periode 2021-2024 adalah sebesar 7,77 o/o,

tr[/alaupun demíkían, upaya untuk menekan lqiu

pertumbuhan penduduk tetap harus dilakukan. Apalagi,

terdeteksi bahwa mulai tahun 2010, Indonesia telah masuk

dalam fenomena yang terjadi seabad sekali yang disebut

Bonus Demografi.

Meski begitu, jumlah penduduk masih akan bertambah

dan 269,6 juta tahun 202O, menjadi 294,t juta pada tahun

2t3O dan diperkirakan akan mencapai 318,9 juta tahun

2045. Oleh karena itu diperlukan kerla keras untuk
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menekan angka kelahiran (TFR) mencapai 2,1 per anak

tahun 2024. Telah terbukti bahwa keberhasilan penurunan

Fertilitas banyak dikaitkan dengan peningkatan

kesejahteraan dan kesehatan, penurunan kematian, serta

peningkatan pendidikan dan urbanisasi. Sehingga untuk
mencå.pai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR

2,I tahun 2A24 diperlukan dukungan dan kerjasama

seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini merupakan

permasalahan sekaligus potensi yang kedepannya harus

dapat däsi dengan prograß/kegiatan y^ng tepat sasarârl

serta rnemperhatikan bahwa LPP tidak hanya terkait dengan

tingkat kelahiran saja, tetapi juga terkait dengan kematian

dan migrasi. LPP merupakan isu lintas sektor/bidang,

penguatan perân lintas sektor/bidang dalam mencapai

penurunan LPP harus ditangani Tim Lintas K/L yang

dikoordinasi oleh Pemerintah, terutama dibawah koordinasi

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerían Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Penduduk memang sama halnya dengan kemiskinan,

tak dapat dihadang, tak dapat dikurangi. Yang bisa

dilakukan dari sekarang dan untuk seterusnya, khususnya

dalam masalah pertumbuhan penduduk, adalah menekan

dan memínimalisir pertumbuhannya. Sebab, jika Bandar

Lampung sebagaí ibukota Provínsi Larnpung tidak
memanÍaatkan momentum ini, maka Bandar lampung

justru akan merugi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota

Bandar Lampung terutamâ dalam hal ini dipromotori oleh

Program Pengendalian Penduduk hendaknya

memperhatikan kondisi kependudukan baik saat ini
maupuri pada waktunya Bonus Demografi telah mencapai

puncak pengaruhnya terhadap stâbílitas Indonesia di tahun

2O+5 nanti.
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Dalam konsep ekonomi kependudukan, bonus

demografi juga dimaknai sebagai keuntungan ekonomis

karena dengan semakin besarnya jumlah penduduk usia

produktif maka akan semakin besar pula jumlah tabungan

dari penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi

dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kondisi tersebut juga

dikenal sebagai jendela kesempatan (windous of oppprtunitgl

bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi

dengan menggenjot indust¡i manufaktur, infrastruktur,

maupull UKM karena berlimpahnya angkatan kerja

tersebut. Banyak Negara menjadi kaya karena berhasil

memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk

memacu pendapatan perkapita sehingga kesejahteraan

masyarakat tercapai; seperti yang terjadi di Cina, yang

pertumbuhan ekonominya sebelum bonus demografi

berkisar pada angka 6a/o meningkat menjadi 9,2 persen,

Korea Selatan dari 7,3 persen menjadi L3,2 persen,

Singapura dañ 8,2 persen meningkat menjadi 13,6 persen

dan Thailand dari 6,6 persen meningkat tqiam menjadi 15,5

persen

Namun akan ada dampak efek negatif berikutnya

paska bonus demografi yang harus diperhatikan yaitu

terjadinya peningkatan pendudukusia tua sementara

transisi usia muda rnenjadiusia produktif behrm sempuflla".

Hal itulah yútg kemudian menyebabkan pembengkakan

jaminan social dan pensiunanan sehingga akan mendorong

terjadinya stagnasi dalam perekonomian nasional karena

tabungan dari usia produktif dialihkan sebogai dana

talangan keduahal tersebut.

Jika díperhatikan lebíh seksama, bonus demografi

akan menjadí pilar peningkatan produktifitas suatu

Negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui
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pemanfaatan SDM yâng produktif dalam arti bahwa

penduduk usia produktif tersebut benar-benar mâmpu

menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi mereka dan memiliki tabungan yâng dapat

dimobilisasi menjadi investasi. Akan tetapi jika yang terjadi

adalah sebaliknya, dima¡ra penduduk usia produktif yang

jumlah besar tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang

tersedia dalam sebuah perekonomian, maka akan menjadi

beban ekonomi karena penduduk usia produktif yang tidak

memiliki pendapatan akan tetap menjadí beban bag

penduduk yang bekerja dan akan memicu teqadinya angka

pengangguran yang tinggi.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota

Bandar Lampung, khususnya dalam hal ini ade.lah Program

Pengendalian Penduduk antara lain adalah

1. Kurangnya komitmen para pemarrgku kepentingan, baik

pemerintah maupun non pemerintah dalam

penyelenggaraan P elay anan l(8.

2. Masih rendahnya permintaan atas Pelayânan KB akibat

terjadinya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal

dalam keluarga.

3. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangþauan, dan

kualitas Pelayanan KB, terrnasuk pelayanan KIE dan

Konseling.

4. Masila tingginya kejadian ke}nalarnlan yang tidak

dänginkan akibat tingginya unrnet need dan

ketidakberlangsungan penggunâ.an kontrasepsi

5. Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada

remaja perempuan usia 15-19tahun.

6. Antisipasi Bonus Demografi pada periode 2026-2030

melalui program Bangga Kencana
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Untuk mengatasi masalah atau kendala yang telah

diuraikan di atas Dinas Pengendalían Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung mencoba

meningkatkan pelayanan dengan cara, arrtara lain :

1, Meningkatkan kegiatan Program Bangga Kencana seperti

Pembinaan teiraga lini lapangan, Pen¡ruluhan program

Bangga K€ncana, KIE dan konseling program Bangga

Kencana, Pelayanan data dan informasi Bangga Kencana

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan

maupun pemakaian alat kontrasepsi modern ( MKJP).

3. Mengusahakan pemerataan tempat dan tenaga

pelayanan KB baik dari unsur pemerintah maupun

swasta

+. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan

memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat.
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2.2 Permasal¡han dan Isu strategl perangkat daerah.

A. Permacalahan peraogl¿t d¡erah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan T\rgas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Ke luargaBerencana

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian

kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana

yâng dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampungrang harus

mendapat perhatian khusus adalah:

a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa

permasalahan, antara lain:

o Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders

terhadap progrâm, yaitu terkait kelembagaan,

kebij akan, perencanaân pro gram dan pcngan ggarân.

r Pelaksanaân advokasi dan KIE beh¡m efektif, ditandai

dengan pengetahuan tentar¡g KB dan alat kontrasepsi

masih rendah

¡ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu

kependudukan dan pembangunan keluarga

r Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang

belum responsif gender, tergambar dengan masih

domínannya peran suami dalam pengambilan

keputusan unfuk ber -Í{B ;
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b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang

Merata untuk dapat mengatasi permasalahan

pelayanan KB

. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak

meningkat secara eignifikan

r Kebutuhan ber-I(B yang tidak terpenuhi (unmet need)

masih tinggr

o Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB

(contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan

ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need),

o Pengl:EiunaarL aLat dan obat Metode Kontrasepsi Janfl<a

Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MICIP) cenderung

menurun

o Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai

standar, yaitu berkaítan dengan ketersediaan dan

persebaran fasílitas kesehatan/klinik pelayanan KB,

ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yarrg

kompeten dalam pelayanan KB, kemampuân bidan dan

dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan

metode KB secara komprehensif termasuk mengenai

efek samping alokon dan penanganannya, serta

komplikasi dan kegagalan.

o Rendahnya kesertaan KB Pria

r Tingkat putus pakai p€nggunaan kontrasepsi (drop out)

masih tinsgl

c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remqia

mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan

kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya

mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan
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o Partisipasi, pemahaman dan kesadaran

keluarga/orâ.ng tua yang memiliki remaja dalam

kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluãrga mâsih rendah;

o Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan

keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal;

o Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk

mendapatkan informasi dan konseling ketahanan

dan kesejahteraan keluarga

e. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Terdapat

beberapa sumber data pembangunan kependudukan,

KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan

yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi

vital; ßensus penduduk dan beberapa survei terkait

bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral

pembangunan kependudukan dan I(B termasuk data -

data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan

dan KB.

B. Penentuen lru-l¡u $tratedr
Perencanaan pembangunan seyos¡a¡lya berorientasi

kependudukan, mengrngat penduduk sebagai fokus dan dasar

utamadalam berbagai aspek pembangunan. Kependudukan

memegang peranan penting dalam pembangunan. Kemajuan

suatu bangsa diukur berdasarkan indikator kependudukan,

seperti jumlah, pertumbuhan, komposisí dan distribusí

penduduk. Berbagai indikator kependudukan tersebut

berpenganth terhadap berbagai bidang kehidupan seperti

ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan budaya. Selanjutnya

berbagai bidang tersebut juga berpengaruh balik terhadap
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resiko kematian lbu melahirkan. Permasalahan

kesehatan reproduksi remaja, antara lain:
r .tngka kelahiran pada perempuû¡t remaja usía 15-lg

tahun masih tinggi

. Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai
dengan median usia kawin pertama perempuan yang

rendah

o Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman

remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remqja (KRR)

yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja
o Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian

kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang

tidak dänginkan masih tirgg.;
o Pengetahuan remaja mengenai kesehatan

reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah;
o Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling

Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan

dan kesejahteraan keluarga yar¡g ditandai dengan

peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi

keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak

Dalam rangka pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluargamelalui pembinaan kelestarian

kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa

permasalahan, antara lain:
o Masih tingginya jumlah keluarga miskin,

r Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan

anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih

rendah;
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fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk. Pada akhirnya

fertilitas, mortalitas, daJt mobilitas penduduk berperan dalam

menenttrkan jumlah, pertumbuhan, komposisi dan distribusi

penduduk.

Dalam rangka menJ¡usun perencanaan pembangunan

yang berwawasan kependudukan da¡r Keluarga Berencana

dapat dirumuskan berbagai isu strategis yang menjadi

perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

r Jumlah penduduk yang terus bertambah

¡ Ledakan penduduk usia kerja muda

o Data kependudukan yang belum memadai

o Mobilitas penduduk meningkat

Tabel 2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah.
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BA3 III
TLJUAIT, SASARAN,SIRATEGI DAlt AR.AII KEBTJAKAIÍ

3.1 TuJuan dan Sa¡aran Rea¡tra

Pendudul da! Keluarga Bere¡cana

Di¡a¡ Pengendallan

T\.rjuan dan sasaran adalah tahap perumusan tujuan dan

sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi

dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang

selanjutnya akan meqiadi dasar penJ rsunan kínerja

pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan

dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan

kebijakan Qtolicg planningl yang memiliki kritikal poin dalam

penJ¡Lrsunan Renstra. T\rjuan dan sasaran yang akan

ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi,

tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehinggc

dapat mewujudkan visi dan misí Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih. Ttrjuan merupakan dampak (impactl

keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari

pencapaian berbagai pro gram prioritas terkait.

Trrjuan dan sasaran adalah pernyataan-pernyataan

tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat

daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan

sâsaran adalah hasíl yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat d,ilaksanakan dalam jangka wakfu 5

(lima) tahun kedepan.

Uraian tujuan dan sasârarr jangka menengah Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan tugas
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pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana diuraikan sebagai berikut:

Mt¡t I: UenlnglatLa" kuatitas pelnyaaan ke¡ehataa

masyarakat

a. TuJuan : Terwujudnya keluarga yang berkualitas

b. Sa¡aran : Meningkatnya Derajat Kesehatan dan

Terkendalinya l4iu Perturnbuhan Penduduk

o. I¡dltetor Sa¡ara¡ :

1. Aneka kelahiran total (TFR)

2. Angka kelahiran remqia umr 15-19 tahun I age specifie

fertilitg rate / AS¡R 15-19 )

3. Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi

Modern / ModernContraceptive Prevalence Rate (mCPR),

4, Persentase kebutuhan ber-KB yeng tidak terpenuhi

(unmet need).

5. Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan

ketahanan keluarga.

Tabel 3.1 Ttrjuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.
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IABEL 9.3
TUJUåN DAN SASARAIT REIÍSTRA

DINAS PEI|GDIIDALIA.IT PEIIDI'I'I'K DAIT KTLUIIRGA BEREITCANA

77,50

8,25

95

2,13

15

77,50

8,50

95

2,13

15

76,50

8,55

94

2,14

16

75,50

8,60

92

2,t4

t7

74,50

8,65

90

2,14

18

8,70

89

2,L5

19

73,50

o/o

o/o

o/o

Angka

o/o

Angþa kelahiran rernzrja umur 15-19 Tahun
( Age Spesific Fertility Rate / ÀSFR 15-19 )

Angla prevalensi Kotn¡asepsi
Modern/Modern Oontraceptive ( Mcpr)

Persentase kebutul¡an ber I(B tidak
terpenuhi (unmeet need)

Cakupan AnggotaBina Keluarga Balitâ {
BKB ) yang Ber-KB

Totai Fertility Rate (TFR )

teatngf,ataya
h¡¡tltas suobe¡

daya neausla

TeruJudaye
Keluar¡n yeng

bertu¡Iitag

VISI: BAIÍDÀR I.ATPT'IÍG
8EEA1, CERD¡S, BERIüAÑ,

BERBT'DAYÀ IÍYâTAIT,
IMG{}T'L BERDAYA SAIIÍG

BERBASIS E¡ßOIÍOUI T'IÍTT'K
IINAI¡UÛRA¡Í RAIffAl

tr8l: uENtlIfor^TKAIt
rUâLITAS 8Df, TE[.,ALI'I
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Trbc! 3.4 PEñAIIAPáñ nüts¡AA DIrAs PE!ftiEIrD$u/fn PEfrDItD[tK DAIÍ ßELüâRGå BEnD¡rcÀrA

TAHAPV 2O3O

pertambahen jumlah

TAHAP IV 2029TAHAPIII2O2S

Terke'adalinya
pertambahan

TAHAPTI2O2T

pertambaharr
penduduk

TAHAP 120.26

pertambahan jumlah
penduduk
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KETARAH KSAUAKÀ}T R T¡STRÀ

Menseådalikañ.r¡sia rËfkarrÍÞån ærtem úeûdrlduk

Meninglûirkan,qkses &n Kualitas Pelayaran KÞ yæg
Merata tÍ Seüapwfryåh d¡n Kelompok Mâãyafd¡at
dcngan Uenjæin Kedersediur¡ Srarra, hasaru¡la,
Alat dan Obet l(ôntrÊü¡psi årr€84 Fotorr peda
Fenurunan Umet ltlcedldan RÞsiþ Drop Or¡t Iü

,. ARAI{ KÉâIJAK.{N nP¿¡r'to

Mencenddikan u*Þ pet{<awina¡ pert¡¡na ¡¡enduduk

Meningkatkæ A¡.ses d¿ur Kuaftas P¡Þyarren KB yang
Mereta di $etiap Wilayah dan Kclompok Maryaralrt
dengen Meiqiamirr KeteilGdiaåo SaüË" Pra¡aane,
¡tlât dån Obat Koû¡trâsê.pri dcrrg'an F&us pada
Penr¡¡unad lJnmêt Neod dan Resiko Dmp q¡t KB

Mcningka*ør Jqmlah d¿¡¡ pç¡¡guatan Kaparitas
Teriaga L¡fangaû KB dtt lcn*â Kóshatat
Pelayana KB, !ãta Pêoguatrn Len¡taga ditnglat
Marya¡akrt untr¡k Mendukung Fengaerakåú dan
Pen¡nrluhar Kelurga Berencau, Katrarga *elrhfcla
sc-rta Repæduksi þagi Remaje

. OPERASIONALISASI NSPK

MSI: MENINGI(AîIQ{N KUÀLITAS SDùr
METALUI PEIIITANANKESS{ATAN

DAN PE}IDIDIT$N MASYANÅIßT

NO

2

3



BAB W

PROGRAM, KDGIATAN,SITB I|EGIATAN DAt{ NINER^'A

PEIYYELETÍGARAAI{ BIDANG T'RUSAI{

Berdasarkan strategl dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah

program prioritas yang akan dilaksanakan sesuaí dengan peran dan

fungsi Dinas Pengendalían Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan da¡r

sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut

dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang

akan dating sebagai pedoman oBerasional. Beberapa program

prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat

dilihat pada pada Tabel 4.2,4.3, 4.4, 4.5,4.6

Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Bandar Lampung Tahun 2A25-2029 v-L
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þ¡üprtmrKoúr
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lffiøå (8€ngga Kenwâ)

Mvdcd, Soddl8C dÐ Farllltå8ì

K€F6odudukø Jalur Foml dl
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Edukrd (KlE) PmgBndrll¡n
Penduduk drn KB S4ol
Kqdla¡ BudÃyc Lole¡

AdvoklC, Komunlk¡rl,
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Pmttni¡n K@rtlrn Ber-KB

Jumhi Ke¡utuh¡n
Pmhfdry.rn dan Pff lnglet¡n

Kom[ylnkltrn nngk¡t Drenù
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l(ámpung Kd@rga Befi@l¡i€g

¡umlah Kampung K€lufga
3€rkEllt€s yano rengik¡t
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trcgram Banggå Kfim
lPmbarEunsn Keluárga.
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remaja umur 15-19 Tahun (

Age Spesifìc Fertility Rate /
ASFR 1s-19 )

Jumlah Data dan
lnformasi Keluarga yang

Tersedianya



cRoss cuTTrNG PRoGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KBl

Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)

Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive ( mCPR )

Peningkatan Peran Serta

Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota Dalam

Pelaksanaan Pelayanan dan

Pembinaan Kesertaan Ber-

Pemberdayaan dan

KB

Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, lnformasi dan
Edukasi (KlE) Pengendalian

Penduduk dan KB Sesuai

Kearifan Budaya Lokal

kebutuhan ber KB tidak
terpenuhi (unmeet need)

Dan Angka prevalensi

Kontrasepsi Modern/
Modern Cotraceptive

( mcPR )

CAPAIAN Persentase

Kegiatan
Pendayagunaan

Tenaga Penyuluh
KB/Petugas lapangan

PKB/PLKB

Kegaiatan Pengendalian dan
pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi Serta

Pelaksanaan Pelayanan KB di
daerah Kabupaten/Kota



CROSS CUTTING PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS}

IKU CAI(UPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA ( BKB ) Yang Ber KB

PERSENTASE KUAIITAS

ANGGOTA B]NA

KELUARGA BALITA

Pelaksanaan dan Peningkata n

Peran Serta Organisasi

Kemasyarakatan Tìngkat

Daerah Kabupaten/ Kota

dalam Pembangunan Keluarga

Melalui Pembinaan Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga

Persentase keluarga yang

mengikuti kelompok
kegiatan ketahan

keluarga

Pelaksanaan Pembangunan

Keluargã melalui Pembinaan
Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga



BAB V

PET{UTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 ini

merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2025-2029

mengikuti period.e berlakunya RPJMD Kota Band.ar Lampung. Renstra

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Band.ar

Lampung ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis

dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangUnan selama 5

(tima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tqiuan, sasaran,

strategi, kebijakan, progranr dan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bandar Lampung.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksarraan Renstra Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung Tahun 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan

pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraarl

pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan

akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator

kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlakr¡ tetap

mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung

WALI KOTA

Tahun 5-2029.

I,AMPUNG,

El/A DWIAI{A

Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Banda¡ la.mpung Tahun 2O25-2029 V L


